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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminat
Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum
dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Peluang dan
Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Petlindungan
Sumber Daya Laut”dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselangga.ra atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jumnal Media Hukum.
Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektf
Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laiit menjadi sumbangan pemikiran, media tukar
menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek
hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai
perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal
media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan
kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di
Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pih:;.k yang telah membantu, kami
ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015
Dekan
Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
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KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL O_I._I;:H PEMERINTAH
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Yordan Gunawan, S.H., MBA

Muhammad Arizka Wahyu

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Ring Road Barat, Tamantirto, Kasthan, Yogyakarta
Email: yordangtma\;ran@mny.ac.id ‘

Abstrak
Kebijakan pemerintah Indonesia untuk melakukan penenggelaman kapal-kapal asing yang
melanggar wilayah Indonesia dan melakukan pencutian sumber daya laut, dipandang banyak
negara di dunia sebagai sebuah kebijakan kontroversial. Satu sisi penenggelaman kapal dianggap
sebagai proses yang harus dilakukan melalui sesuai dengan due process of law. Sementara
berdasatkan United Nations Convention on the Law of .the Sea (UNCLOS), suatu negara
memiliki kedaulatan di dalam wilayah laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, zona
ekonomi eksklusif (ZEE), dan perairan pedalaman. Penenggelaman dan termasuk penembakan

tethadap kapal milik negara lain juga dianggap menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat
' Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai “peace loving country, Indonesia harus menyelesaikan

| setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentulk penembakan dan penenggelaman

kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan
merupakan citd dari negara yang beradab (civilized nation). Makalah ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki
kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam
negeri, namun tidak melanggar ketentuan internasional. Penelitian ini betsifat normative dengan
menggunakan metode kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukka.n bahwa
Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional

mengenai penenggelaman kapal ini, mengingat pemerintah RI juga harus mengikuti ketentuan

hukum internasionalhingga tidak menimbulkan ketegangan politis yang dapat berujung
terciptanya konflik bersenjata di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara tetangga.

Kata Kunci: Penenggelaman Kapal, Pemerintah Indonesia, Hukum Laut Internasional UNCLOS
| 1982
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A. Pendahuluan

Penelitian Walhi pada 2008, Menjala Tkan Terakhir, mengungkap bahwa dalam kurun 20
tahun terakhir telah terjadi kontinuitas kejahatan perikanan di laut Indonesia. Asal pencuri ikan
secara konsisten 10 negara. Enam merupakan anggota ASEAN (Thailand, Filipina, Vietnam,
Malaysia, Kamboja, Myanmar) dan empat: Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Panama. Aksi
pencurian ikan konsisten di 18 lokasi. Lima titik di laut bagian barat dan 13 lokasi di timur
Indonesia. Modusnya tak ada yang baru: penggandaan izin, penggunaan bendera Indonesia, nama
kapal betbahasa Indonesia, mempeketjakan ABK asal Indonesia, dan bekerja sama dengan
oknum aparat hukum Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan 5.400 kapal asing bebas mencuri di laut Indonesia.
Jumlah ini hampir sama dengan total izin penangkapan ikan yang dikeluarkan pemerintah hingga
akhir 2014. Instruksi Presiden Jokowi menenggelamkan kapal asing yang mencuri di perairan
Indonesia, pertama, harus disambut dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum
di laut. Tindakan tegas itu tak boleh bertentangan dengan konvensi intemasional, termasuk hak
universal pelaku kejahatan pencurian ikan. Pemerintah Indonesia juga wajib menyelenggarakan
peradilan jujur, bebas dad penyiksaan, dan menyegerakan pemberitahuan ke kedutaan besar
negara asal pemilik kapal bersangkutan.

Illegal fishing dan penenggelaman kapal sesungguhnya bukan masalah yang baru dalam
konteks Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirfjen PSDKP KKP), sejak 2007-2012 sudah
ada 38 kapal asing yang ditenggelamkan.

Perlu diingat juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal milik negara lain juga
menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB. Sebagai “peace
loving country®, Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena
itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara
menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab
(civilized nation).

Aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang tetjadi
pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan Republik Rakyat China (RRC) dengan Vietnam pada
tahun yang sama. Apabila ketegangan politis terus betlanjut, bukan tidak mungkin potensi konflik
bersenjata akan terjadi yang tentunya tidak diinginkan karena kita sedang giat melakukan
pembangunan nasional dan APBN kita masih defisit.

~ 474 ~



Vs

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

B. Kajian Putaka

1

Hegal, Unreported and Unregulated Fishing

Secara internasional pelanggaran penangkapan ikan di laut umimnya dapat
dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu #egal, unregnlated, and unreported, yang kemudian
disebut dengan IUU Fishing. Food and Agticulture Organization (FAO) mendefinisikan
illegal adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada
suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa jzin atau bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan wnrgported adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak
melaporkan hasil tangkapan kepada instansi yang berwenang atau dilaporkan secara tidak
benar atau tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkén. Dan wnregulated adalah
suatu kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan

ketentuan pelestarian,

Hukum Laut Infernasional

Ketenman—kétentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara
atas wilayah laut merupakan salah- satu ketentuan penting Konvesni Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (selanjutnya disebut IKonvensi Hukum Laut 1982). Zona-
zona maritim yang termasuk kedalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman, perairan
kepulauan (bagi negara kepulanan) dan laut teritorial. \

Menurut ketentuan-ketentuan dalam bab II, III dan IV Konvensi Hukum Laut 1982,
negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan kedalaman, perairan
kepulauan, dan Jaut teritorial, perairan yang merupakan selat, ruang udara di atasnya dan juga
dasar laut dan tanah di bawahnya, demikian juga sumber daya alam yang terkandung di
dalamnya.

Meskipun negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan tersebut, namun
negara negara tersebut dibatasi dengan berbagai kewajiban, antara lain kewajiban
menghormati hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan
perairan kepulavan yang dimiliki oleh kapal-kapal asing.

a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) adalah
perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan
tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara

~ 475 ~
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dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan
pengelolaan sumber daya alam laut. Koavensi kesimpulkan pada tahun 1982, menggantikan
perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS dibetlakukan pada tahun 1994,
setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat
ini telah 158 negara dan Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi ini.

b) Pengadilan Intemasional untuk Hukum Laut

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut merupakan badan peradilan independen
yang dibentuk oleh United Nation Convention on the Law of the Sea untuk mengadili
petselisihan yang timbul dari interpretasi dan penerapan Konvensi.

C. Metode Penelitian

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Indonesia sebagai negara yang telah
meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang
berkaitan dengan kepentingan dalam negeri, namun tidak melanggar ketentuan internasional.

Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan metode kepustakaan (library research).

D. Analisa dan Pembahasan
1. Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

Usulan untuk menenggelamkan kapal yang melakukan pencurian ikan dari Menteri
Kelautan dan Perikanan mengagetkan masyarakat, khususnya komunitas hukum (faw seciéty).
Hal tersebut tidak hanya berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan negara-negara
tetangga, memancing negara tetangga untuk melakukan pembalassan terhadap kapal-kapal
nelayan Indonesia, tetapi usulan tersebut juga melanggar ketentuan-ketentuan hukum, baik
hukum Indonesia maupun hukum Internasional.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan pencurian ikan di wilayah Republik Indonesia
harus dilakukan sesuai dwe process of law dan tidak sewenang-wenang karena tidak sesuai
dengan peraturan hukum dalam negesi dan konvesni internasional.

Republik Indonesia adalah negara hukum dan dalam memberantas kejahatan
haruslah melaui proses hukum yang beradab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pasal 69
UU No.45/2009 tentang Perikanan, mengatur bahwa kapal pengawas perikanan yang
bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di bidang perikanan harus mempunyai bukti
permulaan yang cukup untuk membawa kapal ke pelabuhan terdekat yang dicurigai
melakukan pencurtan ikan.

~ 476 ~
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Apabila kapal berbendera asing tidak memiliki izin Surat Izin Penangkapan lkan
(SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk menangkap ikan di perairan
Indonesia dan diyakini melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, baru dapat dilakukan
tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan betbendera
asing berdasarkan bukt permulaan tadi.

Percobaan melarikan diri tidak serta merta memberikan wewenang TNI AL untuk
menenggelamkan kapalasing pencuri, tetapi ada tembakan peringatan dan diberhentikan
untuk diperiksa adanya “bukti permulaan” yaitu tidak adanya izin SIPI dan SIKPI.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Penenggelaman Kapal Asing

Untuk memberantas praktik illegal fishing tersebut, Presiden Joko Widodo telah
memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan
menenggelamkan kapal asing yang mencuri jkan di perairan Indonesia.

Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku,
diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan
penenggalaman kapal agar tidak menimbulkan permasalaban baru dan menuai kecaman
internasional. Jokowi mengatakan, pelaku illegal fishing di laut Indonesia diperkirakan ada
ribuan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan
kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam
ketentuan menimbang huruf 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Petikanan (selanjutnya disebut
Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: ‘perviran_yang berada dalam kedanlatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung
sumber daya ikan yang potensial dan sebagai laban pembudidayaan ikan merupakan berkab dari Tuban
Yang Maba Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafab bidup Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945, dengan memperbatikan daya dukung
Yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejableraan dan kemakmmran

© rakyat Indonesta.”

Kemudian, Tindakan penenggelaman kapal yang tidak memiliki dokumen tesmi atau
melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan).
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Pasal 69 ayat (1) UU Perkanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan
berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam
wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Sedangl&a;l Pasal 69 ayat (4)
berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas
perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman
kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya
tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa
benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau
dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

. Dampak Penenggelaman Kapal Ilegal

Tindakan menenggelamkan Kapal illegal pada dasarnya bukan merupakan kebijakan
baru bagi Pemerintah Indonesia, katena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa
pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi
hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaﬁn atau kejahatan. Lemabnya
penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau
kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi
negara secara tidak langsung tethadap suburnya tindak pidana yang terjadi.

Kebijakan penenggelaman kapal asing illegal diyakini tidak akan mempengaruhi
hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negata lain.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto
Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan
memperburuk hubungan antar-negara. "

Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang
melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang
tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan
kriminal. Kedna, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat
Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketigs, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar
ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Keempat, negara lain harus
memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus
dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Ke/ima, proses penenggelaman
telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.
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4. Penenggelaman Kapal oleh Pemerintah Indonesia dalam Perspektif Hukum Laut

Internasional

Pasal 11 Konvensi UNCLOS (United Nations Convention on The Law of The Sea)
yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 17/1985 yang mengatur bahwa
pengejatan scketika (right of hot pursuitfhanya akan dapat dilakukan apabila pihak yang
berwenang dari negara pantai mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal
tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pasal 73 (3) UNCLOS
lebih lanjut mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di
wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) tidak boleh mencakup hukuman badan.

Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani
petjanjian bilateral dengan negara lain, nelayan negara asing ayng mencuri ikan itu dapat
didenda paling banyak Rp. 20 miliar dan kemudian dideportasi. Jadi, menenggelamkan kapal
pencuri ikan asing adalah upaya terakhit (wWlimum remedium) setelah kapal itu mencoba
melarikan diri setelah diberi peringatan dan mencoba melawan dengan menembak “Kapall
Pengawas Perikanan”.

Perlu diingat juga bahwa perbuatan penembakan terhadap kapal milik negara lain juga
menyalahi ketentuan piagam PBB. Dalam pasal 4 Piagam PBB diatur bahwa untuk menjadi
negara anggota harus merupakan ‘Peace Loving Conntry” dan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB
menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB harus menyelesaikan setiap konflikayng
timbul secara damai. Oleh karena itu, bentuk penembakan dan peﬁeﬂggelaman kapal milik
asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan
merupakan ciri dari negara yang beradab (wwiized nation) serta aksi tersebut dapat
mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan
Tatwan pada 2013 dan RRT dengan Vietnam pada 2013. Apabila hal tersebut terus terjadi,
perang bukanlah hal yang mustahil.

Mengelola negara tidak bisa dengan cara pragmatis. Cara-cara zaman dahulu seperti
tembak dahulu baru tanya belakangan atau tabiat “trigger happy” serta aksi-aksi penegakan
hukum jalanan tidak bisa dikedepankan. Apalagi, hal int menyangkut kepentingan nasional
dan kemanan internasional.

Tanggung jawab pemerintah Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 adalah untuk
melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan juga ikut serta menjaga perdamaian dunia.
Pemerintah tidak boleh menutup mata terthadap potensi konflik intemasinal yang renatan
hadir apabila memilih cara-cara yang tidak beradab untuk menyelesaikan konflik.
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Menjaga sumber kelautan dan kekayaan di dalamnya memang merupakan tanggung
jawab pemerintah RI tetapi dalam menegakkan hukum pemerintah harus memeperhatikan
proses hukum yang menunjukkan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan.

Jelas pencurian ikan harus diberantas tetapi dengan cara yang mencerminkan karakter
negara hukum (rechsstaal) dan bukan negara kekuasaan (machssiaad). Penegakan hukum di
perairan janganlah sampai menimbulkan ketegangan politik yang tidak perlu dengan negara-
negara ASEAN, yang dalam 2015 akan melaksanakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan Pasal 69 ayat (4), sebetulnya hak Indonesia untuk

melakukan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah laut Indonesia. Namun, sebagai

penandatangan UNCLOS dan juga sebagai “Peace Loving Country” Indonesia seharusnya

memperhatikan  ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku supaya tidak

menimbulkan konflik dengan negam tetangga ASEAN.
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